ABSTRAK

Dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan pesat yang
ditandai dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak 4 Kkali.
Dinamika tersebut juga berefek kepada kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga
negara, termasuk MPR dan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR/S yang juga
mengalami perubahan dari sisi dimasukkannya kedalam hierarki peraturan
perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan implikasi
pengujian ketetapan MPR/S dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan menyusun bahan-bahan hukum. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
khususnya yang mengatur tentang Ketetapan MPR/S.

Dari hasil pengkajian menyimpulkan bahwa Kedudukan Ketetapan MPR/S
terbagi kedalam dua periode, yaitu sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah
amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR/S adalah
bagian dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedudukan
Ketetapan MPR/S dalam tata urutan berada setingkat di atas UU dan setingkat di
bawah UUD, dan dikelompokkan ke dalam aturan dasar negara (staatsgrundgesetz).
Hal demikian sejalan dengan kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga MPR pada
periode itu sebagai lembaga tertinggi dan pelaksana tunggal kedaulatan. Setelah
amandemen UUD 1945, Pada Periode berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004,
Ketetapan MPR/S tidak menjadi bagian dari jenis dan tata urutan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun
2011. Kondisi demikian membuat kedudukan hukum beberapa Ketetapan MPR/S
yang masih dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menjadi tidak
jelas, karena tidak diatur secara tegas. Kemudian ketika Periode berlakunya UU
Nomor 12 tahun 2011. Ketetapan MPR/S kembali menjadi bagian dari jenis dan tata
urutan peraturan perundang- undangan dengan kedudukan berada di atas UU dan di
bawah UUD 1945. Dinamika tersebut juga berimplikasi pada terjadinya kekosongan
hukum mmengenai pengujian terhadap ketetapan MPR/S. Sehingga penulis
memberikan tawaran solutif terhadap kekosongan hukum tersebut, yaitu melalui
Constitusional Review ke MK, Melakukan Amandemen ke-5 dan memberikan
kewenangan pengujian kepada MK, atau melalui Legislative Review dimana MPR
diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk hukumnya sendiri.
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